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Wacana Kebijakan WFH

Pelayanan Publik Wajib Tetap Berjalan

ANGCOTA Komisi IT DPR
Ujang Bey menyorati penerapan
kebijakan bekerja dart rumah
alau work from home (WFH).
Aturan yang berlaku bagi apara-
tur sipil negara (ASN) dan scklor
swasta harus dirancang secara
malang agar lujuan (ereapai an-
pa mengganggu kinetja.

Ujang mengapresiasi lang-
kah Pemerintah mendorong
WFH scbagai upaya menckan
konsumsi bahan bakar minyak
(BBM) sccara nasional. Namun,
implementast kebijakan ita harus
berbasis data serta perencanaan
yang jelas agar largel peng-
hematan dapat terukur. Untuk it,
sinergi antara pusat dan dacrah
jadi kunci utama,

Pemerintah harus menentukan
jumlah ASN maupun pegawai
swasla yang akan menjalani WFH
setla durasi pelaksanaannya. Data
mengenai instansi, kementerian,
serta perusaliaan swasta yang ler-
dampak harus segera dipetakan,
*Jawaban atas pertanyaan itu
akan memmjukkan anpka pasti
besaran BEM yang dapat dihemat
nantinya,” katanya, kemarin.

Ujang menyoroti potensi dam-
pak kebijakan itu terhadap opera-
sional seklor swasta yang memi-
liki target kinerja ketat. Penerapan
WEH lidak boleh mengganggu
stabilitas perusahaan atau produk-
tivitas ckonomi. Koordinasi yang
baik dengan pelaku usaha yang
terdampak harus dilakukan agar

tidak muncul kendala dalam
implementasi di lapangan

Senada, anggota Komisi 11
DPR Muhammad Khozin me-
ngatakan, kebijakan ini mermer-
lukan mitigasi komprehensif
berbasis efektivitas dan efisiensi,
Pemerintah harus menglaji secara
presisi pilihan format WEH yang
akan dilempuh dengan memper-
hatikan layanan publik, efisiensi
BEM, dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya; pengalaman In-
donesia pada masa Covid-19 jadi
data dan bahan dalam meromus-
kan kebijakan ini. “Kebijakan
WFH mesti didasari pada data
konkret di lapangan, mulai soal
demografi, efektivitas kebijakan,
serta perlimbangan ckonomi
masyarakat setempal,” ingatnya.

Dia menegaskan, kebijakan
yang akan ditempub tidak boleh
hanya mempertimbangkan satu
aspek saja. Contohnya soal ren-
cana penerapan satu hari WEH
dalam sepekan, yang dinilai (-
dak memiliki dampak signifikan
pada penghematan BBM. *Jadi,
multiaspek mesti dijadikan niju-
kan dalam penerbitan kebijakan
WEFH ini,” katanya.

Khozin menyebut, situasi saat
ini jadi momentum (epat untuk
mendesain transportasi publik
yang baik dan efektil di dacrah,
Jika ASN dan swasta bisa meng-
gunakan transportasi publik
secara optimal, maka akan ber-
dampak signifikan dalam kon-
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sumsi BBM. Karenaitu, Pemda
mesti mendesain (ransportast
urmurn yang aman dan nyaman.

Wakil Ketua Komisi II DPR,
Dede Yusuf Macan Effend me-
nambahkan, penerapan WFH (i-
dak boleh menggangou kualitas
pelayanan publik. Konsep ketja

fleksibel bisa berjalan efekif

selama indikator kinerja utama
tetap tercapal dengan baik.
Keseimbangan antara elisiens:
energi dan tanggung jawab kerja
tetap jadi prioritas.
Pengalaman penerapan WFH
di Jawa Baral menunjukkan
hasil yang cukup efisien dalam
berbagai aspek kerja. Meskd de-
mikian, pelayanan publik secara
fisik tickak boleh terhambat oleh
adanya sistem kerja jarak jauh
tersebut. Petugas piket harus
tetap tersedia untuk melayani
kebutuhan masyarakat secara

langsung dan oplimal.

Dede juga menekankan penga-
wasan ketat terhadap pegawai
yang sedang menjalankan tu-
gas dari rumah masing-masing.
Tanpa kontrol kuat, kebijakan it
berisiko pagal mencapai twjuan
penghematan energ jika pegawai
justru lebih sering bepergian.
“Kedisiplinan ASN harus letap
terjaga meski tidak berada di kan-
tor secara fisik,” katanya.

Menteri Sckretaris Negara
(Mensesneg) Prasetyo Hadi me-
nyebut, wacana ini nmincul bukan
karena masalah pasokan BBM di
dalam negert. Stok energl dipas-
likan berada dalam kondisi aman
dan mencukupi untuk kebutuhan
masyarakat luas. Kebijakan ilu
murni diambil sebagai strategi
penghematin serta efisiensi peng-
gunaan sumber daya yang terse-
dlia saat ini.

Salah satu opsi yang sedang
dikaji, kata dia, pemberlakuan
WFH selidaknya satu hari dalam
seminggu bagi ASN. Langkah
itu diharap mampu mengurangi
mobilitas kendaraan di jalan
raya schingga penggunaan BBM
menurun, “Pemerintah (erus me-
nyemnpurmakan draf regulasi agar
pelaksanaannya tidak menuai
kendala teknis," unghapnya.

Kebijakan itubelum final kare-
na masih digodok kementerian
dan lembaga terkait. Pemerintah
akan memilah sektor mana saja
yang memungkinkan untuk

menerapkan skema kerja jarak
jauh. Sektor pelayanan, industri,
serta perdagangan kemungkinan
besar tidak jadi bagian dari ke-
bijakan pembatasan mobilitas
fisik tu.

Schelumnya, Menkeu Purbaya
Yudhi Sadewa mengungkapkan,
kebijakan work from anywhere
(WFA) usai libur Lebaran berpo-
tenst besar menekan konsumsi
BBM. Pemerintah telah menctap-
an kebijakan WEA pada 25 hing-
a 27 Maret 2026 sebagai uji coba
efisiensi. Hasil hitungan kasar me-
nunjukkan potensi penghematan
yang cukup besar bagi negara,

Penurunan konsumsi BBM
selama masa WFA diperkirakan
bisa mencapai angka sekdtar 20
persen dart total harian. Meski-
pun hanya hitungan awal, tren
itu menunjukkan dampak positif
bagi ketahanan energi nasional
Penycesuatan pola kerja baru itu
divakini jadi solusi efekll di
tengah tantangan kondisi cko-
nomi global.

Selain penghematan energi,
kebijakan WFA juga diharapkan
mampu mendorong aktivitas cko-
nomi di berbagai wilayah. Pari-
wisata berpeluang tumbub karena
masyarakal memiliki wakiu lebih
fleksibel dalam melakukan per-
jalanan sambil bekerja. “Dampak
domino ckonomi itu dibarapkan
memberikan keuntungan bagi
pelaku usaha lokal di daerah
wisata,” katanya. mpys
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